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Bismillahirrahmaannirrahim,

Yang terhormat: o

Rektor/Ketua Senat Universitas Indonesia,

Para Guru Besar dan Anggota Senat Universitas Indonesia,
Para Pembantu Rektor dan Dekan di Universitas Indonesia,
Para Dosen, Karyawan dan Mahasiswa, .

Para Hadirin yang saya muliakan.

Assalamu ’alaikum wa rahrhatullah,i”wa bafakatuh.

Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak hadirin
untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa
Ta’ala atas segala nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul
di gedung ini untuk menghadiri upacara pengukuhan saya sebagai Guru
Besar dalam bidang Ilmu Administrasi.

Para hadirin yang saya muliakan.

Pada kesempatan ini saya ingin membicarakan tantangan yang dihadapi
oleh administrasi negara Indonesia dewasa ini dan bagaimana upaya trans- .
formasi administrasi negara agar dapat meningkatkan efisiensi pelayanan
masyarakat dan daya saing nasional Indonesia dalam persaingan global.

Pada dekade 1990-an ini telah terjadi banyak perubahan besar yang
mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Kemajuan ilmu dan
teknologi telah -menimbulkan gejala globalisasi di berbagai bidang kehidup-
an. Khususnya kemajuan teknologi informasi dan transportasi telah me-
mungkinkan hubungan ekonomi, sosial dan budaya antar bangsa menembus
batas-batas antar negara (nation state). Arus investasi, industri, teknologi
informasi, dan individual consumers menjadi global (Ohmae, 1995). Globa-
lisasi merupakan proses yang tidak dapat dicegah (inevitable process) dan
pengaruhnya ternyata telah melanda perekonomian Indonesia. Misalnya,
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krisis moneter yang melanda Thailand pada pertengahan tahun 1997 dengan
cepat menjalar ke negara-negara Asia Tenggara dan Timur. Indonesia me-
rupakan negara yang paling parah terkena dampak krisis moneter tersebut.
Selama kurun waktu 8 bulan (Juli 1997 — Maret 1998) kurs rupiah menjadi
tidak stabil dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS telah merosot sampai
lebih dari 80 persen. Karena terjadinya kemelut moneter ini maka terungkaplah
bahwa hutang luar negeri oleh pihak swasta sudah membengkak menjadi
US $ 82 miliar, dan keadaan ini tidak diketahui sebelumnya oleh pemerintah.
Hal ini merupakan bukti bahwa kegiatan investasi sudah tidak dibatasi oleh
batas-batas geografis suatu negara.‘Orientasi industri mienjadi lebih global,
perusahaan-perusahaan dari negara maju akan datang ke negara-negara lain
yang lebih menarik bagi perkembangan industrinya. Mobilitas investasi dan
industri ini sangat dipengaruhi oleh teknologi informasi yang memungkin-
kan suatu perusahaan untuk beroperasi di berbagai negdra tanpa harus
mendirikan usaha bisnis baru di negara tersebut, misalnya, kehadiran dapat
melalui aliansi stratejik dengan perusahaan lokal. Akhirnya, orientasi kon-
sumen juga menjadi lebih global serta adanya kecenderungan untuk men-
dapatkan produk yang termurah dan yang terbaik kualitasnya. Dunia men-
jadi semakin lebih terbuka, negara-negara menjadi saling “terhubungkan
(interconnected) dan perekonomiannya ditandai oleh saling ketergantungan.
Pengaruh globalisasi telah menyebabkan krisis meneter yang dihadapi oleh
Indonesia dewasa ini sulit diatasi karena kompleksnya permasalahannya.
Pada saat ekonomi melesu, harga-harga malahan meningkat. Tingkat inflasi
pada tahun 1997 melebihi batas psikologis 10 persen. Peningkatan iriflasi
ini tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi saja tetapi juga di-
sebabkan oleh faktor-faktor non-ekonomi. Misalnya, keadaan sosial-politik
yang tidak stabil, administrasi negara yang tidak efisien, dan timbulnya
perasaan ketidakpastian-dalam masyarakat. Pada tahun-tahun mendatang
ini pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya 2 sampai 3 persen saja, jauh
di bawah laju inflasi yang diperkirakan di -atas 20 persen imalahan tahun
1988 ini, ada kemungkinan tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi negatif.
Kalau kita gagal menangani masalah ini maka krisis tersebut tidak musta-
hil dapat berdampak negatif terhadap kehidupan sosial-politik bangsa kita.
Hal ity merupakan tantangan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk meng-
atasinya. Karena itu perlu ditinjau kembali berbagai kebijakan publik yang
terkait dan praktek-praktek administrasi negara yang mungkin sudah tidak
sesuai lagi-dengan kondisi éra globalisasi dan perdagangan bebas pada ma-

sa sekarang dan masa yang akan datang. - - o )

Reformasi administrasi...; Azhar Kasim, FISIP Ul, 1998



Para hadirin yang saya muliakan.: ' -

Sekarang ini kita harus menyadari bahwa. sedang terjadi perubahan
besar dalam -tatanan kehidupan masyarakat -dunia. Khususnya perubahan
dalam dekade terakhir ini: telah. mengubah banyak asumsi-asumsi yang
mendasari teori-teori ilmu-ilmu.sosial yang: mulai berkembang pada akhir
abad kesembilanbelas sampai-akhir abad keduapuluh. Don Tapscott (1996:
6) menyebut era ini sebagai era ekonomi: digital karena karakteristiknya
yang sangat berbeda dengan.era: sebelumnya. Sekarang sedang terjadi per-
ubahan ‘besar dalam tatanan kehidupan masyarakat dunia khususnya telah
terjadi perubahan dari sistem perekonomian lama dimana arus informasi
masih. bersifat fisik seperti vang tunai, cek, faktur, laporan, bill of lading,
pertemuan tatap muka, cetak biru (blueprints), peta, foto, dan iklan dalam
surat kabar, menjadi sistem perekonomian baru dimana data dan‘informasi
diproses dengan teknologi digital yaitu dengan menggunakan kode binary
menjadi- angka satu dan nol, sehingga data dan informasi dapat disimpan
dalam bentuk bizs dalam komputer- dan dikomunikasikan dengan kecepatan
tinggi secepat cahaya. ’

Peter Drucker pada tahun l960-an te]ah mengmgatkan k1ta bahwa mu-
lai terjadi perubahan yang mendasar dalam masyarakat dunia. Selanjutnya
dalam bukunya The Post-Capitalist Society ia mengatakan bahwa telah
terjadi perubahan sisttm masyarakat Barat dari sistem kapitalis menjadi
sistem post-capitalist dimana kapital (modal), sumber daya alam, dan sum-
ber daya manusia tidak lagi dianggap sebagai unsur produksi utama; tetapi
yang dianggap sebagai unsur produksi utama adalah pengetahuan (know-
ledge). Sekarang kegiatan utama dalam menciptakan kekayaan/nilai tambah
adalah bukan alokasi kapital untuk keperluan produksi dan juga bukan ke-
giatan buruh dalam proses produksi seperti yang-dikatakan oleh teori kla-
sik, teori marxist; keynesian, atau teori neo-klasik. Keadaan sudah berubah,
dan unsur yang sangat berpengaruh dalam: menciptakan nilai tambah ada-
lah produktivitas dan inovasi- sehubungan :dengan aplikasi pengetahuan
dalam pekerjaan. Karena itu kelompok utama dalam masyarakat post-capi-
talist adalah knowledge (based) workers yang terdiri dari knowledge ex-
ecutives, knowledge professionals, dan knowledge employees baik yang
bekerja dalam sektor privat maupun yang bekerja dalam sektor publik.
Berbeda dengan pekerja yang dikenal sebagai buruh dalam sistem kapitalis,
maka knowledge workers berfungsi ganda baik sebagai pemilik (melalui
dana pensiun dan pemegang saham) ‘maupun sebagai unsur produksi yang
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mempunyai “pengetahuan” yang melekat pada dirinya dan' dapat dibawa
kemana mereka pergi (Drucker, 1993a; 1993b: 6-8; 1995).

- Sekarang..ini" sifat-hakikat pekerjaan.dan organisasi di sektor modern
mulai berubah. -Pekerjaan:imulai . berubah: menjadi- pekerjaan yang, berbasis
pengetahuan (knowledge-based. works) .dan’ kebutuhan sumber’ daya manu-
sia juga berubah'ke arah pekerja yang berpengetahuan ( knowledge workers).
Kareha -itu. tugas-pekerjaan-yang bersifat sederhana.dan. rutin (meaningless.
repetitive task) mulai diganti dengan tugas pekerjaan yang menekankan pada
inovasi dan perhatian (im_z‘oi'ati,om!and.\éaring).c-Keahlianw.dan keterampilan
tunggal - (simglé-skilled) mulai ditinggalkan, ‘diganti dengan :profesionalisasi
dengan. keahlian ganda (multiskilled). Di samping itu; penugasan yang ber-
sifat pekerjaan individual- (individual work). mulai berubah menjadi peker-
jaan tim.(teamwork), dan-pekerjaan yang biasanya dierganisasikan menurut
fungsi (functional-based . work). sekarang . mulai‘dierganisasikan menurut
proyek (project-based work). Selanjutnya koordinasi yang biasanya dilaku-
kan oleh atasan (coordination from.above) mulai-berkurang dan:djgantikan
derigan koordinasi sesama’ teman. sejawat-(coordination’ among,peers), dan
yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan basis kekuasaan.yang, da-
tang dari atasan: (power. of boses) ‘menjadi basis keknasaan yang berasal
dari. warga: negara: sebagai, konsumen (power of citizens:as. customers).(Li-
hat: Pinchot and.Pinchot, 1993: 30-38) -, Y ..
. Perekonomijan dalam iera. globalisasi ini-disebut: juga .sebagai know-
ledge economy karena sangat besarnya pengaruh-aplikasi human know-how
terhadap apa yang kita produksi dan bagaimana memproduksinya, sehing-
ga banyak  nilai tambah diciptakan-.oleh penggunaan- otak daripada oleh
penggunaan tenaga fisik: Banyak pekerjaan di:sektor industri dan pertanian
telah berubah. menjadi, pekerjaan yang berbasis pengetahuan (knowledge
works). Di negara maju seperti Amerika Serikat hampir 60% dari seluruh
angkatan kerja termiasuk kelompok knowledge. workers dan 8 dari 10 peker-
jaan baru adalah merupakan-pekerjaan yang .ada dalam subsektor -ckonomi
yang intensif informasi. Misalnya, usaha pertanian dikerjakan dengan mesin-
mesin pertanian yang dilengkapi chips,. barang-barang dikirim dalam. peti
kemas yang dimuat ke dalam kapal oleh crane raksasa yang dikontrol.oleh
komputer. Malahan sekarang sudah ada produk-produk .pintar yang memi-
liki kandungan. knowledge,- contohnya, rumah pintar ‘yang bisa mengatur
pemakaian energi secara lebih efisien dan melindungi tuan rumah dari tamu
yang tidak diundang. Contoh: lain adalah; peta pintar di mobil yang dapat
memberitahu si pengémudi tentang: lokasi mobil dan:secara otomatis meng-
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ubah tekanan angin ban sesuai dengan cuaca dan kond1s1 Jalan Bahkan
dalam bisnis *produk yang low tech’ sepertl roti dlkenag adanya boutique
bakeries dimana konsumen dapat memesan Toti sesuai dengan ingredients
yang dikehendakinya. Roti tersebut dapat dlpcsan melalul internet dan di-
antar sesuai-dengan waktu yang diinginkan oleh pembeli. Tadi ide, budaya,
pengetahuan dan selera anda sebagai konsumen merupakan bagian yang
integral dari produk roti tersebut. Knowledge content pada roti tersebut
meningkat dan diproduksi secara’mass- customzzed bukan secara mass-pro-

duced sehingga dapat memenuhl kebutuhan md1v1dual konsumen (Tapscott,
1996 7-8).

Hadmn yan'g saya muliakan. ks

Kenyataan perubahan telah ter_|ad1 dl sekehlmg kita balk di sektor bis-
nis maupun’ di sektor publik. Kema]uan ilmu dan teknolog1 serta perubahan
sosial dan ekonomi telah mendorong perubahan kebutuhan masyarakat.
Apa yang dulu mempakan norma dan apa yang dulu dlanggap benar se-':
karang sudah tidak lagi berlaku dalam kenyataan kehldupan seharl hari
(Bambndge 1996) Asumsi-asumsi ‘yang meéndasari teori admmnstrasn ne-
gara banyak yang sudah tidak * sesuai lagi dengan realitas. Akibatnya, pe-

~ nerapan teori-teori administrasi negara yang berasal dari awal abad kedua

puluh sudah banyak yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat masa
kini’ karena itu administrasi negara ‘tersebut tidak dapat berfungsi sesuai_
dengan harapan masyarakat Hal ini merupakan tantangan bagl ‘pemikiran
ke arah reformasi atau transformasi admlmstrasx negara seperti pemlklran_
tentang visi dan ‘misi, stratégi, struKtur, prosedur, dan budaya organisasi
yang bagaimana yang lebih cocok bagi administrasi negara masa sekarang’
dan masa yang akan datang. :

Administrasi negara mencakup semua proses, orgamsasn dan mdnvndu
yang terlibat dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dibuat
oleh badan legislatif, eksekutif dan peradllan termasuk keglatan formulasi
dan implementasi kebijakan. Konsep administrasi negara ini mencakup
administrasi badan usaha milik négara. Di Indonesia konsep administrasi
négara oleh kebanyakan penulis dlanggap sama’ dengan konsep adminis-
trasi publik. Tetapi sesungguhnya konsep administrasi pllbllk ‘lebih luas dari
pada konsep administrasi i negara, ‘sebab admlmstrasl publik tidak hanya'
membahas administrasi negara atau admmlstram pemermtahan tetapi juga
membahas administrasi non-negara yang bersifat nirlaba, “atau bersifat
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sukarela, seperti organisasi keagamaan, organisasi sosial, dan yayasan.
Administrasi negara sebagai suatu sistem yang terbuka adalah bersifat
dinamis dan selalu bérinteraksi dengan lingkungannya sehingga dapat
mempengaruhi lingkungan tersebut, tetapi sebaliknya konfigurasi maupun
perilaku administrasi negara dapat dipengaruhi oleh lingkungannya (Lihat:
Gordon, 1982; Shafritz and Hyde, 1992; dan Frederickson, 1997: 2-8).

Pengaruh globalisasi telah menyebabkan perubahan-perubahan yang
terjadi di luar negeri dapat mempengaruhi keadaan di dalam negeri. Dahulu
batas-batas politik dari suatu negara (nation state) sekaligus merupakan
batas-batas kegiatan perekonomian dan kebudayaan dari bangsa tersebut.
Sekarang ini hanya batas-batas politik yang tetap sama seperti batas-batas
semula, sedangkan batas-batas kegiatan perekonomian menjadi semakin
global. Selera konsumen, kegiatan investasi maupun sistem moneter sudah
tidak bisa dikendalikan dengan kebijakan proteksi oleh pemerintah negara
yang bersangkutan. Gejala lain adalah kecenderungan semakin  kuatnya
pengaruh kebudayaan lokal atau etnis. Jadi ada kecenderungan batas-batas
kebudayaan menjadi lebih sempit dibandingkan dengan batas-batas negara,
hal ini berarti aspek kebhinekaan budaya antara berbagai daerah perlu di-
akomodas1kan dalam sistem administrasi negara (Lihat: Adler, 1994:4).
Sehubungan dengan adanya gejala globalisasi tersebut, lmgkungan admi-
“nistrasi negara Indonesia juga menjadi lebih dinamis dan unsur ketidak-
pastian lingkungan menjadi lebih tinggi. Perubahan lingkungan yang sangat
cepat ‘dan kadang-kadang sulit diprediksi menyebabkan administrasi nega-
ra Indonesia menghadapi paradox karena di satu pihak diharapkan mampu ,
menciptakan keteraturan agar dapat diprediksi, sedangkan di lain pihak di-
harapkan tanggap terhadap perubahan lingkungan khususnya perubahan
kebutuhan masyarakat. ,

Para hadirin yang saya muliakan.

Setelah perang kemerdekaan, adm:mstrasn negara pemerintah kolonial
Belanda diganti dengan admmlstraSI negara Indonesna yang tumbuh dengan
cepat karena meningkatnya peranan negara dalam semua sektor kehidupan.
Pegawai negeri pemerintahan kolonial diganti dengan pegawai negeri Re-
publik Indonesia yang proses rekrutmen dan seleksinya belum dilaksanakan
secara objektif seperti menurut ketentuan sistem merit karena pada waktu
itu sumber daya manusia yang berpendidikan masih sangat langka. Malahan
banyak praktek kepegawaian negeri yang dipengaruhi oleh pertimbangan-
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pertimbangan khusus seperti pertimbangan politik v(spdils system), suku,
daerah dan hubungan keluarga. Pada masa itu sebenarnya oleh sebagian
pimpinan negara sudah mulai disadari perlunya administrasi negara yang
efisien dan efektif dengan pegawai negeri yang profesional, tetapi ide ini
dianggap kurang realistis dan apalagi pengaruh nilai-nilai budaya feodal
di kalangan penguasa maupun di kalangan rakyat masih sangat kuat. Seba-
gian besar pihak penguasa kelihatannya menikmati hubungan yang ber-
sifat feodalisme, patronage, dan nepotisme, sebaliknya pihak rakyat pun
menerimanya. Apalagi setelah kemerdekaan tingkat kehidupan rakyat rela-
tif lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya meskipun pengaruh nilai-
nilai budaya feodal masih :kuat. Akibatnya, pola pikir feodalisme sangat
sulit dihilangkan meskipun sebenarnya nilai-nilai budaya- feodal tersebut
tidak kondusif bagi upaya peningkatan efisiensi dan daya saing nasional.

Organisasi instansi pemierintahan tumbuh menjadi besar, meskipun
demikian administrasi negara masih terikat pada berbagai peraturan perun-
dang-undangan yang membatasi ruang geraknya pada kegiatan rutin peme-
rintahan dan pelayanan masyarakat, sehingga tidak siap menangani berbagai
program pembangunan. Padahal kegiatan pémerintah telah berkembang ke-
arah perencanaan pembangunan ekonomi dan sosial -secara nasional. Ka-
rena itu, untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional:yang diren-
canakan oleh pemerintah, mulai tahun 1969 administrasi negara Indonesia
dikelompokkan menjadi dua, yaitu administrasi kegiatan rutin pemerintah-
an termasuk pelayanan -masyarakat, dan. administrasi pembangunan yang
mengurus proyek-proyek pembangunan yang: dnblayal oleh anggaran peme-
rintah. Ternyata dalam perkembangannya, prioritas pembiayaan diberikan
pada administrasi pembangunan karena pemerintah ingin mempertahankan
tingkat pertumbuhan yang tinggi. Sedangkan pembiayaan kegiatan rutin
operasional termasuk untuk keperluan gaji, perlengkapan dan pemehharaan
bangunan kurang mendapat perhatnan Keadaan ini berlangsung sampai
sekarang terutama sampai akhir Pelita V. :

Administrasi negara Indonesia sudah tumbuh menjadi birdkrasi"yhng
besar dan kompleks dengan jumlah pegawai negeri sipil hampir empat juta
orang.' Organisasi administrasi negara Indonesia adalah sangat sentralisasi

1. Gambaran keadaan admnmstrasn negara Indonesia pada saat ‘ini dari segl jumlah instansi
pemerintah adalah terdapat 20 departemen, 22 lembaga pemerintah non-departemen (LPND), 5
sekretariat lembaga tertinggi/tinggi negara, 1 kejaksaan agung, 27 propinsi daerah tingkat 1, 308
kabupaten/ kotamadya daerah tingkat 11. 6 kotamadya sebagai wilayah administratif. 3 kabupaten
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dan sangat mengandalkan pada berbagai prosedur-yang rinci dalam bentuk
peraturan perundang-undangan, yaitu untuk mengurangi diskresi para pejabat
pelaksana, dan. untuk- mencegah terjadinya penyimpangan. Misalnya, sasaran
kebijakan publik yang ingin dicapai .dirumuskan- secara rinci dan spesifik
dan, prosedur pelaksanaannya distandardisasikan dalam bentuk pedoman
pelaksanaan (juklak) dan pedoman pelaksanaan teknis (juknis). Garis. we-
wenang dan tanggung jawab diperjelas menurut jalur sektoral dan fungsi-
onal. Pengaturan yang rinci .ini dimaksudkan agar-pelayanan-oleh adminis-
trasi negara lebih seragam (uniform) di-selutuh Indonesia.

- Sistem perencanaan pembangunan: nasional . Indonesia menggunakan
dua pendekatan yaitu pendekatan dari atas ke bawah, (top-down) dan pen-
dekatan dari bawah ke atas (bottom-up).> Sistem- péngawasan administrasi
negara Indonesia terdiri: dari pengawasan. melekat (built-in control) oleh
atasan langsung-dan .pengawasan fungsional-oleh Inspektorat Jenderal, dan
Badan Pemeriksan Keuangan Pembangunan.:Di samping itu:ada pengawas-
an oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga di luar eksekutif dan
bertanggung jawab langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kriteria
pengawasan yang'-utama -adalah- ketaatan: terhadap .sistem dan prosedur
menurut peraturan perundang-undangan.yang berlaku dan penekanannyat
masih pada audit terhadap pertanggungjawaban keuangan

E

sebagai wilayah administratif, dan 33 kotip (kota administrtip); serta instansi vertikal departemen/
LPND dan instansi otonom baik. di propinsi daerah tmgka( I ‘maupun. di kabupaten/ kotamadya
daerah tingkat IL. Dilihat dari jumlah jabatan strukeyral, di tingkat pusat.setidak- tldaknya terdapat
800 jabntan eselon I, 2.392 eselon II, 11.245 eselon Iil, 70. 787 eselon 1V, dan 208.850 eselon
V. Sedangkin di tingkat daerah terdapat 27 jabatan eselon ‘I, 788 eselon II, 7.964 eselon llI
44372 eselon.dV, dan 79. 791 eselon V (Lihat: ‘Kantor Menpan. 1997). :

2. Proses perencanaan mulm dari atas ymtu dengan mengoperasnonalxsa51kan kebuakan,
pembangunan nasional oleh Bapperias, departemen’ Keuangan, dan departemen teknis yarig terkait,
terus ke bawah oleh pemerintah propinsi daerah tingkat I (Dati I), sampai ke tingkat pemerintah
kabupaten/kotamadya daerah tingkat I (Dati II). Sebaliknya, dengan memperhatikan rambu-rambu
dari pemerintah yang | lebih tinggi usulan kegmmn-keglatan rutin dan proyek-proyek pembangunan -
digjukan mulai oleh ‘instansi/suku dinas yang terkait di lingkungan kabupaten/ kotamadya Dati
11 sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah/daerah. Usulan tersebut dikoordinasikan dalam
Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) Tingkat II, kemudian diteruskan ke atas melalui
kandep/suku dinas yang terkait ke kanwil/dinas Dati I dan setelah melalui Rakorbang Tingkat
I kemudian diteruskan ke atas ke departemen teknis yang terkait di. pusat. Akhirnya; melalui
Rakorbnng Nasional dicari titik temu dan dibuat keputusan persetujuan, koreksi, atau penolakan
terhadap usulan kegiatan rutin dan proyek tersebut berdasarkan alokasi anggaran yang tersedia
(Lihat: Mulyana, 1991). . . ,
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Perkembangan administrasi negara Indonésia ditandai oleh proses in-
teraksi dengan lingkungannya. Lingkungan yang paling besar pengaruhnya
terhadap perilaku dan efektivitas administrasi negara adalah’ sistem' poli-
tik yang berlaku dan budaya politik dari-kelompok yang berkuasa. Misal-
nya, budaya feodalisme dan paternalistik yang dianut oleh elit politik sangat
mempengaruhi hubungan ‘kefja dalam 'administrasi negard. Selanjutnya,
administrasi negara yang demikian akan memperkuat mla1-mla1 feodalisme
dan patemahstlk dalam masyarakat AN

Hadmn yang saya muhakan

Pelayanan oleh admnmstrasx negara ‘Indonesia pada umumnya masih
belum memuaskan masyarakat karéna prosedur yang berbelit-belit, pembe-
rian pelayanan yang lambat dan sering dengan biaya yang mahal. Keadaan
pelayanan masyarakat seperti ini merupakan kendala bagi berbagai bidang
kehidupan. Situasi sepérti ini tentu tidak kondisif bagi dunia usaha karena
menyebabkan inefiensi dan banyak potens1 yano ada dalam masyarakat tidak
bisa’ berkembang.

Kenapa administrasi negara Indonesia belum berfungsi sesuai dengan
harapan masyarakat? Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi- efek-
tivitas dan efisiensi administrasi ‘negara. Pertama, derajat sentralisasi yang
sangat tinggi. Hal ini tercermin dari terpiisatnya sumbér: pendapatan ne-
gara, ‘'sistem anggaran; sistem kepegawaian, dan pembuatan keputusan ber-
bagai pelayanan masyarakat. ‘Para’ pejabat operasional tidak diberi cukup
wewenang untuk ‘melaKsanakan tugas-tugasnya-secara lebih mandiri, se-
hingga banyak képutusan dibuat di tingkat pusat dan melalui prosedur yang
panjang dan lama. Desentralisasi pemerintahan belum efektif dan masih ada
ketidakjelasan jurisdiksi instansi mana yang harus bertanggung jawab da-
lam pemberian pelayanan masyarakat tersebut. Misalnya, pelayanan masya-
rakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah ‘daerah seperti tata kota,
pertanahan dan perumahan sulit terlaksana dengan efisien karena wewenang
untuk mengurus ‘masalah tersebut banyak menyangkut instansi lain terma-
suk instansi pemerintahan yang lebih tmgg1 (Llhat Hoessem 1993, dan
Kasim, 1996). » . :

Kedua, sistem anggaran yang memzsahkan anggaran rutin dan anggaran
pembangunan -ternyata mempersulit: integrasi antara kedua jenis kegiatan
pemerintahan fersebut. Kadang-kadang terdapat kerancuan dalam penge-
lompokan kegiatan rutin-dan kegiatan pembangunan, misalnya, kegiatan pe-
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meliharaan jalan dijadikan proyek jadi termasuk dalam kelompok kegiatan
pembangunan. Penyelesaian suatu proyek pembangunan (terutama proyek
pembangunan fisik) sering membawa akibat penambahan beban anggaran
rutin karena bertambahnya kebutuhan terhadap. sumber daya seperti biaya
operasional, penambahan pegawai, perlengkapan dan pemeliharaan. Meski-
pun kebutuhan anggaran rutin: bertambah, aloka51 anggaran rutin_relatif te-
tap atau sangat.sedikit pertambahannya. e

Ketiga, sulit mencari titik temu dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional yang memakai pendekatan dua arah, yaitu kombinasi pendekatan
dari atas ke bawah (top-down) dan dari bawah ke atas (bottom-up). Dalam
prakteknya, titik temu antara proses dari atas dan proses dari bawah biasanya
tidak tercapai karena keputusan dibuat.di tingkat pusat sehingga sulit mem-
perhatikan dengan-seksama prioritas berbagai usulan dari bawah; yang jum-
lahnya sangat hanyak, mencakup berbagai sektor; dan harus dievaluasi ser-
ta diputuskan dalam waktu yang relatif singkat. Pembuatan keputusan per-
setujuan Daftar Usulan Kegiatan (DUK) dan Daftar Usulan Proyek (DUP)
serta keputusan alokasi anggaran tidak- bisa dilakukan secara optimal ka-
rena tidak adanya dukungan sistem informasi yang efektif. Alokasi anggaran
rutin- sangat dipengaruhi oleh jumlah alokasi anggaran tahun sebelumnya.
Keputusan persetujuan tersebut dibuat berdasarkan alokasi_anggaran secara
sektoral oleh Departemen Keuangan dan, Bappenas. Kesulitan untuk mem-
perhatikan dengan seksama prioritas kebutuhan dari bawah; juga disebabkan
karena usulan:tersebut tidak selalu disertai urutan: prioritas dan cenderung
berdasarkan pada perkiraan alokasi anggaran untuk tahun anggaran yang
akan datang dan sering tidak berdasarkan pada kebutuhan nyata. Daftar usul-
an sering, merupakan; daftar keinginan untuk. memperoleh dana sebanyak
mungkin dengan memperbanyak jumlah usulan dan memperbesar jumlah
anggaran yang diminta dengan, harapan kalau dipotong (tidak.seluruhnya
disetujui) maka jumlah yang diterima masih memadai. =

Keempat, administrasi negara Indonesia sangat dipengaruhi oleh pen-
dekatan yang birokratis yang menekankan pada pengaturan semua kegiatan
berdasarkan prosedur dan peraturan, perundang-undangan (rules driven).
Ukuran keberhasilan - suatu instansi pemerintah diukur .dari kepatuhan
mengikuti segala prosedur dan peraturan perundang- undangan yang berlaku
meskipun -hal itu, sudah tidak sesuai lagi -dengan kondisi .di lapangan dan
kebutuhan nyata masyarakat .yang harus dilayani. Belum ada sistem eva-
luasi yang, komprehensif -terhadap . program-program pembangunan dan
pelayanan masyarakat, sehingga tidak bisa diketahui keberhasilan program
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tersebut menurut pencapaian misi dan sasarannya. Hal ini bertambah sulit
karena kurangnya keterbukaan dalam' administrasi negara dan lemahnya
pengawasan dari luar administrasi negara baik dari lembaga legislatif
(pengawasan politik), judikatif maupun.pengawasan masyarakat seperti
melalui mass media dan sebagainya. Keadaan ini mendorong pertanggung-
jawaban oleh administrasi negara menjadi formalitas belaka sekadar me-
menuhi prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyim-
pangan ditutupi, direkayasa dan diatur seolah-olah tidak ada penyimpang-
an dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya, tidak ada
umpan-balik yang memadai bagi upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi
dalam siklus perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan administrasi ne-
gara Indonesia:

Hadmn yang saya mullakan

Tantangan yang dlhadapl oleh bangsa Indone51a sekarang adalah ke- -
butuhan pélayanan masyarakat yang meningkat dengan cepat sejalan. de-
ngan lebih meratanya kesempatan memperoleh- pendidikan. . Sebaliknya,
kemampuan nasional untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak banyak
peningkatannya karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki maupun
karena produktivitas nasional yang masih rendah. Keadaan ini semakin
parah karena meningkatnya persaingan akibat pengaruh globalisasi dan
perdagangan bebas. Tantangan ini dapat merupakan ancaman atau kesem-
patan. Tantangan merupakan ancaman apabila kita tidak mampu mengatasi
persoalan yang ditimbulkannya. Sebaliknya,  tantangan dapat merupakan
kesempatan apabila kita mampu melakukan inovasi dan bekerja lebih’ cer-
dik untuk memecahkan masalah dengan cara-cara baru. Kita harus.meng-
hadapi tantangan-tantangan tersebut dengan meningkatkan daya saing na-
sional, melalui perubahan dan reformasi di semua bidang kehldupan (Lee
1997:- 2-5). -

Secara teoritis ada dua alternatlf pendekatan dalam upaya perubahan
dan reformasi administrasi negara. Pendekatan-pertama adalah pendekatan
dari atas ke bawah yaitu melalui program reorganisasi, pelangsingan. (down- .
sizing), program penghematan biaya,.serta program reengineering. Upaya
perubahan dengan pendekatan dari atas ke bawah ‘tersebut sulit mengubah
budaya organisasi apalagi kalau dalam hal ini ada ‘unsur paksaan sehingga
anggota organisasi dibayangi oleh perasaan ketakutan dan dapat menim-
bulkan sikap.penolakan. Upaya tersebut tidak mampu membebaskan ima-
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jinasi dan entusiasme anggota organisasi serta meningkatkan kemampuan
membentuk visi bersama. Dengan perkataan- lain, pendekatan tersebut ti-
dak mampu mengubah kualitas berpikir anggota organisasi dan kemampuan
mereka memahami interdependensi dalam organisasi. Pendekatan itu juga
tidak mampu meningkatkan intelegensia para petugas yang langsung ber-
hadapan‘dengan masyarakat (front-liners) dalam menghadapi masalah baru
yang lebih kompleks dan lingkungan yang lebih dinamis. Masalah baru ini
tidak bisa dipahami dengan paradigma lama yang mendasari pendekatan
dari atas tersebut. Pendekatan kedua adalah pendekatan pembelajaran or-
ganisasi (learning organization) dimana perubahan dan reformasi admi-
nistrasi negara memerlukan imajinasi, kegigihan, dialog, deep caring, dan
keinginan untuk berubah dari anggota organisasi (Senge, 1996). Pembelajaran
organisasi berarti anggota-anggota organisasi secara berkesinambungan me-
ningkatkan kapasitasnya untuk mencapai hasil yang mereka inginkan, di-
mana pola pikir baru meluas dan berkembang, dimana aspirasi kolektif
dibiarkan bebas, dimana orang-orang secara berkesinambungan belajar ba-
gaimana belajar bersama (Senge, 1990; 1996). Berikut ini adalah beberapa
saran perubahan yang dapat dilakukan dalam rangka reformasi administrasi
negara dengan kombinasi dua pendekatan tersebut di atas (lihat: Gouillart
and Kelly, 1995; Senge, 1996). :

Pertama, perubahan visi tentang peranan admtmstras: negara dalam
rangka mengantisipasi tahun 2003 sebagai awal era perdagangan bebas.
Administrasi negara Indonesia harus memainkan peranan penting dalam
upaya menciptakan daya saing nasional yang tinggi. Organisasi atau biro-
krasi pemerintah harus efisien dan responsif terhadap kebutuhan masya-
rakat (Lihat: Gore, 1994; 1995 dan 1996). Karena itu perlu perubahan pola
pikir dan pendekatan dari penekanan pada cara, prosedur dan peraturan
tentang bagaimana pelaksanaan suatu tugas (rules driven) menjadi pene-
kanan pada realisasi visi, misi dan tujuan yang harus dicapai oleh suatu
tugas atau pekerjaan (mission driven). Nilai-nilai budaya paternalistik dan
feodal harus diganti dengan nilai-nilai budaya yang lebih menekankan pada
kesamarataan (equality), kebebasan (freedom) dalam batas-batas hukum dan
kaidah sopan-santun (accepted standards of conduct), dan partisipasi dalam
kehidupan masyarakat dan kenegaraan, sebab kreativitas dan inovasi berakar
dalam nilai-nilai budaya tersebut terutama dalam kaitannya dengan kebebasan
intelektual (Cavalle, 1997). Max Weber sudah mengingatkan kita pada sifat
yang melekat pada birokrasi (administrasi negara) yaitu kecenderungan
mengakumulasi kekuasaan karena itu harus dicegah supaya birokrasi tidak
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' menguasai. kebijakan, institusi dan -rakyat yang seharusnya dllayanmya.
(Albrow, 1970: 47). Transparansi dan’ pertanggungjawaban hukum dan po-
litik (accountdbility) oleh pemerintah merupakan prasyarat bagi terciptanya
birokrasi atau administrasi ‘negara - yang “efisien ‘dan responsnf terhadap
kehendak rakyat (Lihat: Miriam Budiardjo; 1997) B

" Keduia, perlu berbagai kebijakan publzk yang tepat untuk memngkatkan
daya saing nasional. Kebijakan investasi dan keuangan harus memperkuat'
komponen input dari proses perekonomian, seperti berbagai kemudahan ba-
gi-penanaman modal dalam négeri maupan- penanaman’ modalasing, khu-
susnya dalam hal penanaman modak asing secara langsung -(foreign direct-
mvestment) sehmgga mengurangn kebutuhan terhadap hutang luar- negen -
industri nasnonal dalam pasar global. Portfoho 'mdustn naswna] dlbangun
untik melayani pasar domestik dan ekspor séita ‘mengurangi kebuatuhan
impor. Di samping itu, perlu adanya kebijakan perdagangan yang konsisten-

dengan kebijakan - investasi dan industri. ‘Sekarang penekanan yang “tépat -

adalah pada outward-oriented strategy karena mendorong efisiensi dalam
memenangkan persaingan internasional.. Peranan pemerintah dapat- lang-
sung seperti dalam promosi ekspor ke' luar hegeri dan peranan tidak lang-:
sung ‘dalam -berbagai program pengembangan industri nasional. Kebijakan
utaima lainnya-adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan iptek
yaitu ‘kebijakan yang termtegram dan lintas sektoral dalam upaya méncip-
takan SDM yang bérbasis pengetahuan (knowledge based workers). Semua’
kebijakan utama tersebut agar bisa terlaksana dengaii efektif dan efisien,
maka perlu didukung oleh berbagai kebijakan pendukung seperti adanya
prasarana fisik dan sosial yang memadai, tatanan kelembagaan yang kon-
dusif termasuk administrasi negara yang efisien dan responsif dan kondisi
makro ekonomi yang stabil (Kotler, et al., 1997: 28-31; dan Porter, 1990).
Kebijakan reformasi administrasi negara hérus ditujukan untuk mencipta-:
kan kondisi yang lebih baik bagi dunia usaha dan masyarakat pada umum-
nya yaitu adanya administrasi negara yang mampu memberikan pelayanan'
yang lebih memuaskan dan dengan biaya yang: leblh rmgan AdmlmstraSI
negara harus reliable dan predictable. - : - v : :
Ketiga, perlu kepemimpinan yang. mempuny(u visi dan mampu meman-
faatkan collective wisdom dari orang-orang yang dipimpinnya. Prmsnp-
prinsip kepemimpinan Indonesia seperti yang tercakup dalam istilah “ing
ngarso sung tulodo”, “ing madyo mangun karso” dan “tut wuri hanhdayani”
perlu dijabarkan agar lebih operasional: Misalnya, 'seorang pemimpin yang
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dibutuhkan pada masa sekarang adalah pemimpin yang mempunyai atri-
but-atribut seperti: integritas yaitu dedikasi terhadap apa yang ia ketahui
sebagai kebenaran, misalnya, tentang perlunya peningkatan daya saing
nasional Indonesia; trust yaitu dapat dipercayai dan harus mempercayai
orang-orangnya; komitmen, yaitu dedikasi, kesabaran dan keuletan dalam
melaksanakan upaya pembaharuan administrasi negara dalam rangka pe-
ningkatan daya saing nasional Indonesia; toughness atau mampu dan gigih
dalam. mempertahankan prinsip dan standar; mampu berkomunikasi .dan
menggerakkan serta, membina kerjasama tim; mampu menghidupkan se-
mangat - kerja bawahan dan sebagainya. Kesimpularinya adalah - bahwa
administrasi- negara memerlukan kepemimpinan stratejik yaitu kepemim-
pinan yang mampu memberikan a sense of opportunity, a sense of conti- .
nuity, a sense of excitement dan menciptakan standar yang jelas bagi ma-
syarakat, Peranan kepemimpinan stratejik sangat diperlukan untuk men-
sosialisasikan visi baru yaitu administrasi negara yang efisien dan respon-
sif sebagai prasyarat upaya peningkatan daya saing nasional. (Capowsky,
1994; 10-17; dan Kotter, 1996: 26). . N

Keempat, perlu adanya strategic intent yaitu berupa pemikiran. yang .
" bersifat terobosan tentang aspirasi dan ambisi tentang peranan masa depan
administrasi negara Indonesia. Pemikiran ini lebih daripada sekadar mem-
buat visi masa depan berdasarkan kapabilitas dan sumber daya yang ada
atau diketahui sekarang, tetapi juga berdasarkan potensi peluang yang akan
muncul di masa datang. Strategic intent ini. dapat memberi arah (sense of
direction), menemukan tujuan (sense of discovery), dan memberi.arti (sense
of destiny) bagi anggota organisasi instansi pemerintahan sehingga me-
reka bergairah dan mau bekerja keras untuk kepentingan nusa dan bangsa.
Tentu saja diperlukan komitmen pemerintah terhadap strategic intent ter-
sebut karena realisasi dari pemikiran terobosan ini menyangkut upaya
memperoleh dan mengelola sumber daya yang diperlukan secara efisien dan
efektif (leveraging resources). Upaya ini mencakup prioritas penggunaan
(concentrating), akumulasi (accumulating), komplementasi (complement-
ing), penghematan (conserving), dan pengembalian (recovering) sumber da-
ya yang diperlukan bagi kegiatan administrasi negara rutin dan pemba-
ngunan nasional (Lihat: Hamel and Prahalad, 1994: 127-176).

_ Kelima, struktur organisasi instansi pemerintah harus lebih sederhana,
lebih desentralisasi dan lebih banyak pemberdayaan terhadap para petugas
operasional agar mereka mampu membuat keputusan dan menyelesaikan
tugas-tugas mereka secara lebih mandiri. Salah satu implikasi dari penye-
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derhanaan struktur organisasi ini adalah pengurangan ukuran organisasi dan’
jumlah pegawai instansi pemerintahan di tingkat pusat dan memperkuat
organisasi di tingkat operasional. Organisasi instansi pemerintah harus di-
kembangkan ke arah. pembelajaran organisasi (learning organization) yang
mampu menciptakan pengetahuan, yaitu organisasi yang kondusif bagi
muncul dan berkembangnya pengetahuan, dimana tacit. knowledge dapat
dikonversikan menjadi explicit knowledge.> Ada empat modus _konversi.
pengetahuan yaitu sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi, dan internalisasi
yang menjadi motor penggerak seluruh proses penciptaan pengetahuan,
sehingga tercipta inovasi yang berkelanjutan yang dapat menghasilkan pro-
duk baru, pelayanan baru, dan sistem -yang lebih efisien sehingga dapat
ditingkatkan daya saing nasional bangsa Indonesia dalam persaingan global
(Nonaka and Takeuchi, 1995::56-73).. . ' Coa
‘Keenam, dalam rangka meningkatkan daya saing nasional maka perlu
dikaji kembali ruang lingkup dan relevansi semua kegiatan dan program
pemerintah. Peranan pemerintah harus lebih bersifat tidak langsung, seperti
mengatur kehidupan masyarakat agar tidak terjadi persaingan yang tidak
sehat antara golongan yang bersaing. Perlu komitmen pemerintah untuk
memberdayakan masyarakat (empowering clients) dalam berbagai bidang
kehidupan, sehingga ketergantungan kepada pemerintah imenjadi berkurang.
Kegiatan dan program pemerintah harus dirancang -dan dievaluasi untuk
memenuhi kebutuhan dan kepuasan warganegara sebagai konsumen. Se-
lanjutnya, perlu upaya reengineering terhadap proses utama dari seluruh.
kegiatan administrasi negara agar tercapai tingkat efisiensi yang tinggi.
Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi berbagai
proses pelayanan masyarakat. Akhirnya, perlu diadakan standar pelayanan
oleh tiap instansi pemerintah sebagai salah satu tolok ukur penilaian ki-

3. Nonaka and Takeuchi (1995) menéatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap
perusahaan-perusahaan Jepang yang telah terbukti berhasil dalam bisnisnya, ditemukan bahwa
penciptaan pengetahuan (knowledge creation) adalah sebagai sumber yang paling penting bagi
peningkatan daya saing internasional. Mereka mengatakan bahwa perusahaan Jepang mempunyai
pengertian yang berbeda tentang arti pengetahuan. Penciptaan pengetahuan baru dalam suatu
organisasi adalah melalui proses konversi tacit knowledge menjadi explicit knowledge. Penciptaan
pengetahuan mulai dari tacit knowledge yaitu suatu pengetahuan pribadi anggota organisasi yang
tidak mudah dijelaskan dengan kata-kata sebab pengetahuan tersebut diperoleh melalui péngalaman
dan bercampur dengan intuisi, kepercayaan pribadi, perspektif dan sistem nilai, sehingga sulit
dikomunikasikan kepada orang lain. Sedangkan, explicit knowledge adalah pengetahuan yang
sistematis dan dapat dikomunikasikan dengan menggunakan bahasa formal termasuk konsep,
rumus, spesifikasi, dan sebagainya. Mereka menganggap explicit knowledge seperti puncak gunung
es dan merupakan bagian kecil dari pengetahuan.
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nerjanya (Osborne -and Gaebler, 1993; Linden, 1994). .
Ketujuh, sistem pérencanaan pembangunan nasional perlu diseder-
hanakan dan disesuaikan .dengan- kebijakan: desentralisasi pemerintahan
yaitu lebih banyak keputusan persetujuan DUK dan{DUP dibuat oleh
pemerintah daerah: Hal ini harus didukung oleh ‘kebijakan perimbangan
keuangan pusat ‘dan daerah yang lebih proporsional sehingga daerah’ lebih
mampu membiayai kegiatan rutin pemerintahan dan program/proyek pem-
bangunan di daerahnya ‘masing-masing. Di samping itu, praktek anggaran
belanja yang membedakan pembiayaan kegiatan rutin dan kegiatan '‘pem--
bangunan perlu ditinjau kembali agar kedua kegiatan -tersebut lebih- terin--
tegrasi, . : I T . [P ERR:
Kedelapan, pembaharuan kepegawaian negeri harus mencakup upaya
peningkatan motivasi yang dikaitkan dengan ‘kinerja’'dan sistem kompen-
sasi. Pembaharuan ini mencakup pemberdayaan pegawai agar nmampu
menghasilkan kinerja yang tinggi. Upaya ini terkait dengan pembelajaran -
individu (individual learning) yang dapat mendukung pengembangan karier -
masing-masing karyawan dan kebutuhan organisasi, tidak hanya melalui
pendidikan dan pelatihan formal tetapi juga 'melalui-'pendidikan informal
selagi bekerja; serta upaya pengembangan organisasi yang mencakup :pe-’ .
nyesuaian disain pekerjaan; penggnaan tim sebagai titik dasar penghubung
dan pengendali adaptasi organisasi. Seleksi-pegawai harus lebih ketat. agar
bisa mendapatkan calon pegawai yang mempunyai potensi untuk berkem--
bang ‘(Balk, 1996). .~ T b A

Para hadirin yang saya muliakan. -

Karena . tujuan  reformasi administrasi negara adalah untuk mening-
katkan daya saing nasional Indonesia, maka perlu disadari bahwa hal ini
berarti dalam jangka panjang semua organisasi baik negara maupun swasta
harus diubah menjadi organisasi penciptaan pengetahuan. Organisasi harus
mampu memberi kesempatan dan kondisi yang kondusif bagi kegiatan
kelompok maupun individu dalam upaya penciptaan™dan akumulasi
pengetahuan. Jadi, administrasi negara harus berperanan sebagai pelopor
dalam perubahan dan inovasi, khususnya dengan menciptakan kondisi yang
mendukung upaya' transformasi organisasi instansi pemerintah -menjadi
organisasi penciptaan pengetahuan. Prdses penciptaan’ pengetahuan ini
mempunyai dua dimensi yaitu dimensi epistemologis yaitu konversi
pengetahuan berupa interaksi antara tacit knowledge dan explicit knowledge
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dan dimensi ontologis yaitu konversi yang secara dinamis dan spiral ber-
gerak dari tingkatan pengetahuan individual ke tingkat pengetahuan yang
lebih tinggi yaitu tingkat kelompok, organisasi-dan antar organisasi melalui
proses sosialisasi, eksternalisasi dan -kombinasi (Nonaka and Takeuchi,
1995:56-73): Penciptaan pengetahuan organisasional akan dimungkinkan
apabila terdapat lima kondisi yang. diperlukan pada tingkat organisasional
untuk mendorong proses spiral pengetahuan yaitu:: pertama, intention yaitu
titik awal spiral dimana niat pemerintah untuk menjadikan administrasi
negara sebagai tulang punggung upaya peningkatan daya saing nasional.
Karena itu, maksud baik ini harus tercermin dalam strategi pembangunan
nasional dan merupakan, visi dari tiap instansi pemerintah. Kondisi kedua
adalah qutonomy yaitu pada tingkat individual semua anggota organisasi/
pegawai negeri diberi - otonomi yang cukup dan pemberdayaan bagi peranan
penciptaan pengetahuan seperti subjective  insights,, intuisi, dan hunches
baik yang menyangkut dimensi teknis seperti know-how maupun dimensi

kognitif seperti citra kita tentang realitas dan visi masa depan. Ketiga, adalah -
fluctuation and creative chaos yaitu kondisi organisasi yang menstimulasi .

interaksi antara organisasi dan lingkungannya sehingga organisasi dapat
merasakan goncangan akibat. pengaruh luar, dan anggota organisasi mulai
memikirkan validitas dari sikap mereka terhadap peranan mereka .dalam
dunia nyata. Misalnya, tentang umpan-balik terhadap praktek pelayanan
masyarakat yang selama ini dilakukan oleh instansi pemerintah. Keempat,
redundancy yaitu kondisi tersedianya informasi yang ‘melebihi keperluan
operasional dari tiap anggota organisasi sehingga mereka mengetahui apa
yang sedang terjadi secara lintas fungsional. Kelima, requisite variety yaitu
kondisi internal organisasi yang beragam setara dengan keanekaragaman
dan kompleksitas lingkungan (Nonaka .dan Takeuchi, 1995:73-83).
Proses penciptaan pengetahuan organisasional terdiri dari lima tahap
yaitu: tahap pertama adalah tentang bagaimana racit knowledge yang dimiliki
oleh individu anggota suatu organisasi instansi pemerintah dapat dipahami
dan diadopsi oleh anggota-anggota lain dalam organisasi yang bersangkut-
an. Padahal tacit knowledge tidak mudah dikomunikasikan kepada orang
lain karena sifatnya yang informal dan sulit dijelaskan dengan kata-kata.
Karena itu sharing of tacit knowledge oleh individu-individu anggota orga-
nisasi yang mempunyai latar belakang, perspektif, dan motivasi yang ber-
beda merupakan langkah yang kritis dalam upaya penciptaan pengetahuan
organisasional. Agar sharing dapat terjadi maka diperlukan suatu tempat
dimana masing-masing individu dapat bertemu, berkumpul dan saling
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berinteraksi melalui dialog tatap-muka. Misalnya, tim kerja yang mandiri
dimana anggota-anggotanya yang berasal dari berbagai fungsn/baglan be-
kerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Agar tahap ini ter-
laksana dengan efektif maka: perlu diciptakan kondisi yang kondusif yang
memungkinkan (enablmg conditions) pihak-pihak . yang - berkepentingan
berpartisipasi dalam upaya penciptaan pengetahuan. Kondisi ini tidak akan
ada apabila- tidak ada dukungan - politik’ dan komitmen dari semua’ pihak
terutama dari pémerintah. Langkah-langkah selanjutnya sangat tergantung
dari keberhasilan tahap pertama ini. Kedua, creating concepts adalah tahap
dimana terjadi interaksi yang intensif -antara tacit dan’ explicit knowledge.
Begitu -tercipta kesamaan persepsn tentang cara berpikir: (mental model)
maka tim kerja mandiri ‘dapat mielanjutkan dialog menuju pembuatan kon-.
sep yang eksplisit, dengan metode-metode seperti deduksi, induksi dan
abduction. Metode yang terakhir ini sangat berguna karena memperguna-
kan bahasa figuratif seperti metafor dan analogi. Ketiga, justifying concepts
yaitu tahap diména konsep baru. dinilai secara lebih eksplisit untuk menge-
tahui apakah konsep tersebut akan bermanfaat  -atau tidak bagi organisasi
dan masyarakat. Waktu yang tepat bagi jastifikasi ini: adalah segera setelah
suatu konsep baru diciptakan. Keempit, building an archetype yaitu tahap
.mengkonversikan konsep ‘yang sudah di jastifikasi menjadi. sesuatu - yang
nyata dan konkret seperti prototypé dan dalam kasus administrasi negara
dapat berupa proyek- percobaan. Dalam tahap ‘ini kerjasama antara berbagai
instansi atau unit"dalam organisasi merupakan sesuatu keharusan. Tahap
yang terakhir adalah cross-leveling of knowledge yaitu tahap dimana interaksi
dan proses spiral terjadi dalam organisasi maupun antar organisasi sehingga
siklus baru penciptaan pengetahuan-merembet ke seluruh organisasi instansi
pemerintah dan swasta. Keberhasilan penciptaan pengetahuan' sangat ter-
gantung pada keberhasnlan dalam proses sosialisasi dan eksternalisasi se-
hingga perubahan dan inovasi menjadi bagian yang integral dari proses
pembangunan nasional (Lihat: Nonaka and ‘Takeuchi, 1995: 83-90;
Schein,1996: 192-201).' ' i ;
Proses penaptaan ‘pengetahuan: orgamsasnonal ini memerlukan struk-
tur organisasi yang lebih fleksibel. Nonaka dan' Takeuchi (1995: 166-171)
mengatakan struktur yang tepat adalah hypertext organization yaitu struktur
yang memungkinkan anggota dari ketiga lapisan atau konteks organisa-
sional yaitu lapisan atas (project team), lapisan tengah (business system),
dan lapisan bawah (kriowledge-base) untuk berpindah tempat (lapisan) se-
suai dengan tugasnya. Lapisan ata§ yang -anggota-anggotanya dipilih dari
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berbagai fungsi dan departemen di lapisan tengah terlibat dalam ‘proses
konversi penciptaan pengetahuan yang dipandu oleh visi dari pimpinan
tertinggi. Lapisan tengah adalah tempat kegiatan operasional ‘'yang normal
dilaksanakan; struktur organisasinya’ yang cocok adalah yang: birokratik.
‘Sedangkan lapisan bawah ‘adalah tempatdimana. pengetahuan- organisasi-
onal yang telah dimulai:dari- dua ‘lapisan atas -direkategorisasi: dan dire:
‘kontekstualisasi. Lapisan ini' tidak -nyata tampak dalam “bagan: struktur
organisasi, - tetapi ‘tertanam .dalam . visi, budaya- organisasi, dan- teknologi.
Struktur. hypertext organization merupakan sintesis yang dinarhik dari struk-
tur organisasi -birokratik dan struktur .task force dan merupakan: “sistem
terbuka isehingga lebih resporisif terhadap lingkungannya. = = . -
Pdra hadirin yang saya muliakan... .. ...

Akhirnya, dapat ﬁdisimpulkan bahwa telah terjadi perubahan yang men-

dasar dalam berbagai' bidang - kehidupan manusia di seluruh ‘dunia. Dunia -

menjadi semakin terbuka "dan negara-negara' saling terhubungkan, per-
ekonomiannya ‘menjadi- saling- tetgantung, persaingan semakin. global dan
tajam. Kalau kita tidak-mampu melakukan terobosan dengan perubahan dan
~inovasi disemua bidang kehidupan maka situasi ini bisa menjadi ancaman
terhadap kesejahteraan - masyarakat .Indonesia. -Bagi administrasi ' negara
Indonesia tantangan ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan terhadap
pelayanan -masyarakat. yang.:efisien .dan responsif.. Administrasi negara
diharapkan memainkan peranan’ penting dalam upaya peningkatan daya
saing dan pembangunan nasional, bukan sebagai sumber inefisiensi dan
ketidakpastian. 'Untiik -itu perlu dilakukan reformasi- administrasi ‘negara
Indonesia yang mencakup perubahan visi, ‘pefubahan kebijakan publik baik
kebijakan utama maupun kebijakan pendukung, kepemimpinan stratejik, dan
peranan administrasi negara dalam pembangunan nasional. Reformasi juga
mencakup struktur organisasi-instansi pemérintah yang lebih fleksibel dan
desentralisasi, pemberdayaan pegawai, serta upaya membangun organisasi
penciptaan pengetahiian yang mampu memberi sesuatu yang berharga bagi
rakyat yaitu memberi. pelayanan dan pengaturan yang diinginkan dan
dikehendaki oleh rakyat dengan cara-cara’ yang efisien dan efektif. Seluruh
rakyat Indonesia harus diberi akses yang lebih mudah untuk berpartisipasi
dalam pembangunan nasional. Karena itu upaya reformasi’ administrasi
negara Indonesia merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tatanan
kenegaraan. yang - demokratis. PR - -
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Para hadirin yang saya; muliakan. -

- Pada bagian . akhir pidato pengukuhan ini; -perkenankanlah saya
menyampaikan. penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang
telah berjasa terhadap karier akademik saya di Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Indonesia. Pertama, saya mengucapkan terima kasih
kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan yang telah mengangkat saya menjadi Guru ‘Besar Tetap dalam
bidang Ilmu:Administrasi di Universitas Indonésia. Selanjutnya, saya meng-
ucapkan terima kasih kepada Senat Guru Besar Universitas Indonesia dan
Senat Guru Besar FISIP-UI yang telah bersedia menerima saya sebagai salah
seorang anggotanya. Pada kesempatan ini perkenankanlah saya menyam-
paikan terima kasih kepada mantan Rektor. UI Prof. dr. M.K. Tadjudin dan
mantan Dekan FISIP-UI Prof. Dr. M. Budyatna, MA yang telah membantu
proses pengangkatan saya.

Secara khusus saya mengucapkan tenma ka51h kepada Rektor Umver-
sitas Indonesia, Prof. Dr. dr. Asman Boedisantoso Ranakusuma atas ke-
sediaan untuk . hadir dan memimpin sidang Senat Universitas Indonesia
pada pagi hari. ini. Demikian juga kepada ‘Dekan: FISIP-UI Prof. Dr.
Kamanto Sunarto dan para Pembantu Dekan FISIP-UI saya ucapkan terima
kasih atas kerjasama dan segala bantuan yang diberikan untuk ber]angsung-
nya upacara ipi:

Saya berterima kasih kepada semua dosen=dosen saya di FISIP-UI yang
telah memperkenalkan. ilmu administrasi dan- ilmu-ilmu sosial lainnya,

“seperti Prof. Dr. Tobies Soebekti, Prof. Dr. Selo ‘Sumardjan, dan Prof.

Miriam -Budiardjo, MA., DHc. sehingga saya tertarik untuk juga:meniti
karier sebagai dosen. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada
Prof. Emeritus Dr. Walter L. Balk, Prof. Dr. David F. Andersen, dan Prof.
Dr. John Rohrbaugh dari State University of New York at Albany yang
banyak mempengaruhi saya dalam pemahaman terhadap ilmu administrasi
khususnya administrasi dan kebijakan publik. ‘Selanjutnya, saya berterima
kasih kepada teman-teman sejawat dalam berdialog dalam upaya pengem-
bangan pendidikan ilmu administrasi di Universitas Indonesia, terutama
Dr. Martani Huseini dan Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein. Saya juga berte-
rima kasih kepada para mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Indo-
nesia terutama yang pernah mengikuti mata kuliah Konsep dan Teori Ilmu
Administrasi karena melalui diskusi di kelas saya dapat lebih memahami
masalah-masalah administrasi negara Indonesia. Pada kesempatan ini saya
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ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. F.A. Moeloek, Direktur
Program Pascasarjana Ul, atas kesempatan dan dukungan yang diberikan
bagi pengembangan Karier akademik: saya di Program Pascasarjana ‘Ul -
Saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan staf pengajar dan
para mahasiswa Jurusan Ilmu- Administrasi dan ‘Program D 11 atas bantuan
mereka dalam penyelenggaraan upacara ini. v - . . RN
Akhirnya saya’ mengucapkan terima kas1h yang sebesar-besarnya rke-
pada istri saya Rohinar dan kedua anak saya Henry dan Els1e atas perhatlan
dan dorongan yang selama ini mereka berikan. . - o
Wabilaahi ’t-taufik wal hldayah wassalaamu. alalkum warahmatullaahn
wabarakaatuh. : N i . o

MRS o ' . ' . S
- £ -1 o G0 PR
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